ANALISIS PELAKSANAAN TUNJANGAN KINERJA (TUKIN) 

PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN 





2.1 Definisi Anggaran 
Anggaran merupakan penyataan mengenai estimasi kinerja yang 
hendak di capai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran 
finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk 
mempersiapkan suatu anggaran, penganggaran dalam organisasi sektor publik 
merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang 
tinggi. (Mardiasmo:2002:65) mardiasmo juga mendefinisikan anggaran 
sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak di capai selama 
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, dan 
penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu 
anggaran. 
Dari definisi diatas, anggaran dapat diartikan sebagai suatu alat untuk 
merencanakan suatu kegiatan dimana untuk mencapai efisiensi dalam 
menjalankan rencana tersebut terjadi sesuai dengan yang telah disusun, serta 
anggaran juga dapat sebagai pedoman dalam mengimplementasikan suatu 
kegiatan sehingga tidak adanya kerugian apabila telah terencana. 
 
2.2 Fungsi Anggaran  
Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan 
antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk 






menutup keprluan belanja tersebut atau pembiyaan yang diperlukan bila di 
perkirakan akan terjadi deficit atau surflus. Dengan demikian, anggaran 
mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi 
upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah oleh suatu 
periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak 
tertutup kemungkinan disiapkanya anggaran untuk jangka waktu lebih atau 
kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan 
pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelapor 
keuangan, antara lain: 
a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik; 
b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan 
antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan; 
c. Anggaran menjadi landasan penggendalian yang memiliki konsekuensi 
hukum; 
d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah; 
e. Hasil pelaksana anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah 
sebagai pernyataan pertanggung jawaban pemerintah kepada public. 
 
2.3 Jenis-jenis Anggaran 
 Anggaran sector public terbagi menjadi dua, yaitu; 
A. Anggaran Operasional (operation/recurrent budget) 
Anggaran operasional di gunakan untuk merencanakan kebutuhan 
sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemrintahan 




adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan 
tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. “rutin” karena 
sifat pengeluaran berulang-ulang ada setiap tahun. 
Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran 
operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan 
pemeliharaan. 
B. Anggaran Modal/Investasi (capital/ onvestmen budget) 
Anggaran modal menujukan rencana jangka panjang dan 
pembelanjaan atas aktifa tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, 
perabot, dan sebagainya. Penggeluaran modal yang besar biasanya 
dilakukan dengan mengguanakan pinjaman. 
 
2.4 Karakteristik Anggaran 
Anggaran mempunyai karakteristik 
a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan; 
b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa 
tahun; 
c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai 
sasaran yang ditetapkan; 
d. Usulan anggaran di telaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 
tinggi dari pemyusunan anggaran; 







2.5 Prinsip-Prinsip Anggaran  
Prinsip penyusunan anggaran (APBD/ APBN) di Indonesia pada 
umunya berlaku sama, yakni: 
1. Prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis. 
Penyusunan APBD haruslah mencermikan keseimbangan antara 
penerimaan dan penggeluaran. 
2. Prinsip Disiplin Anggaran  
Setiap dinas instansi/ dinas /lembaga/ satuan/ unit kerja hendaknya 
mengguanakan secara efisien, tepat guna serta tepat waktu dalam 
mempertanggung jawabkannya. 
3. Prinsip kemandirian  
Menggupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai 
dengan potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan kepaa organisasi 
lain 
4. Prinsip prioritas  
Pelaksana anggaran hendaknya tetap mengacu kepada prioritas 
utama pembangunan di daerah. 
5. Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran  
Menyediakan pembiyaan dan penghematan yang mengrah kepada 
skala prioritas. 
 
2.6 Definisi Tunjangan Kinerja  
Tunjangan kinerja sudah sangat jelas di jelaskan di peraturan kepala 




tunjangan kinerja pegawai negeri sipil Tunjangan Kinerja adalah tunjangan 
yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarannya didasarkan pada 
hasil evaluasi jabatan danTunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 
kepada Pegawai capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. 
 
2.7 Faktor yang Mempengaruhi Tunjangan Kinerja  
Besarnya tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri 
yang bekerja di Lingkungan instansi pemerintah yang telah melaksanakan 
reformasi birokrasi; 
a. Didasarkan pada faktor-faktor berikut:tingkat capaian pelaksanaan 
reformasi birokrasi instansi; 
b. Nilai dan kelas jabatan; 
c. Indeks harga nilai jabatan; 
d. Faktor penyeimbang; dan 
e. Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (locality-based comparability 
payments i locality pay rate). 
 
2.8 Prinsip Pelaksanaan Tunjangan Kinerja  
Tunjangan klnerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan 
reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari 
efisiensi/optimalisasi panganggaran belanja Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan. 
Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan 




Tunjangan kinerja pegawai diberikan berdasarkan kinerja yang telah 
dicapai oleh seseorang individu pegawai. Kinerja individu pegawai harus 
sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansi. Oleh karena itu, 
tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan 
dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan lndikator 
Kinerja Utama lnstansi. 
Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 
menggunakan prinsip-prinsip: 
a. Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah. 
b. Equal pay for equal work, pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai 
dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja. 
 
2.9 Dasar Pemberian Tunjangan  
a. Tingkat capaian pelaksanan reformasi birokrasi instansi; 
b. Nilai dan kelas jabatan; 
c. Indeks harga nilai jabatan; 
d. Faktor penyeimbang; 
e. Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (locality-based comparability 
payments I locality pay rate). 
 
2.10 Manajemen Sumber Daya Manusia 
Manajemen sumber daya manusia (human resources management) 




pengembangan, penilaian, pemberian nalas jasa bagi manusia seperti 
individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Manajemen sumber 
daya manusia juga menyangkut cara-cara mendesain sistem perencanaan, 
penyusunan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi 
karyawan dan hubungan ketenagakerjaan. Manajemen sumber daya manusia 
melibatkan semua praktik manajemen yang dapat memengaruhi secara 
langsung terhadap organisasi. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari 
serangkaian kebijakan yang terintegrasi tentang hubungan ketenagakerjaan 
yang mempengaruhi orang-orang dan organisasi. 
Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas 
yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat 
didayagunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan. 
 
2.11 Definisi Kinerja 
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya (prabu mengkunegara,2007:113). 
Berdasarkan definisi diatas, jelas bahwa apapun yang dilaksanakan 
pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan 
tugas sehingga pegawai dituntut untuk memberikan hasil kerja yang 
bertukuantitas dan memberikanpelayanan yang berkualitas. 
Kinerja pegawai adalah merupakan hasilkerja yang dicapai oleh 
pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi yang dimaksudnya. Oleh 




rencana dari organisasi itu sendiri, karena organisasi adalah sekelompok 
orang yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. 
Menurut Ruky (2003:33) bahwa kinerja adalah melakukan kondisi 
yang harus diketahui dan dinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk 
mengetahui tingkat pencapaian hasil yang dihubungkan dengan misi yang 
diemban oleh suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif 
dari suatu kebijakan yang diambil. Kinerja yang digunakan untuk 
melakukan penelitian secara periodic mengenal efektifitas rasional dari 
suatu organisasi berdasarkan sasaran, standard an kriteria yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
 
2.12 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
a. Faktor kemampuan  
Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 
kemampuan potensi dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya 
pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (110-120) dengan pendidikan 
yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 
sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. 
Oleh karena itu, pegawai-pegawai perlu ditempatka pada pekerjaan yang 
sesuai dengan keahlianya. 
b. Faktor Motivasi 
Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seseorang pegawai dalam 




menggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan 
organisasi(tujuan kerja). 
Organisasi adalah suatu system perserikatan formal dari dua orang 
atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 
(S.P.Hasibuan,2007:5) 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai antara lain: 
1) Motivasi Pegawai  
Motivasi sebagai tenaga kerja atau pegawai tidak dapat bergerak 
begitu saja. Mereka harus didorong atau diarahkan. Misalnya dengan 
jalan memuaskan segala kebutuhan materalistik maupun non materil. 
Dengan jalan memotivasi pegawai untuk tidak dapat mendorong tenaga 
kerja supaya lebih giat bekerja, sehingga kinerja pegawai meningkat. 
  Dalam hal ini, motivasi pegawai bertujuan untuk meningkatkan 
semua pegawai agar bersemangat dalam mencapai hasil sebagaimana 
yang dikehendaki orang tersebut. Oleh karena itu motivasi dapat 
diartikan sabagai integralisasi dari hubungan dalam rangka proses 
pembinaan, pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. 
Dengan adanya motivasi para pegawai merasa erdorong untuk 
bekerja dengan giat karena adanya perhatian yang baik terhadap 
kebutuhan dan keingginan mereka yang mana dalam suatu organisasi 
tergantung pada tinggi rendahnya taraf perealisasikan dari tujuan 





2) Sarana dan prasarana 
Lingkungan kerja dari pada pegawai mempunyai pengaruh yang 
sangat besar terhadap operasional organisasi. Dengan demikian segala 
sesuatu yang ada di sekitar para pegawai dapat mempengaruhi dirinya 
dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepadanya. Misalnya 
kebersihan, musik, warna, keamanan dan lain-lain. Faktor lain yang perlu 
diperhatikan dalam organisasi yaitu kesehatan dan keselamatan kerja 
kemudian sarana pendukung. 
3) Kemampuan sumber daya manusia 
Mendorong terciptaya suatu kinerja yang diinginkan, hal tersebut 
dituturkan /(sedarmayanti 2001:26) di pengaruhi oleh  
4) Pendidikan dari latihan  
Pendidikan memberikan pengetahuan, bukan saja yang langsung 
dengan pelaksanaan tugas akan tetapi juga landasan untuk 
mengembangkan diri serta kemampuan manfaatka semua sarana yang 
ada di sekitar kita untuk kelancaran tugas. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan pegawai, semakin tinggi pula tingkat kinerja. 
5) Disiplin Pegawai  
Disiplin dapat di kembangkan melalui suatu latihan antara lain 
dengan bekerja menghargai waktu, tenaga dan biaya. 
6) Gizi dan Kesehatan   
Bagi organisasi sangat penting untuk memperhatikan gizi dan 




memberikan kemampuan serta keseganan fisik dan mental seseorang 
dalam melakukan pekerjaan. Semakin baik keadaan gizi dan kesehatan 
seseorang dalam melakukan pekerjaan. Semakin baik gizi dan kesehatan 
seseorang semakin baik pula kinerjanya. 
 
2.13 Cara Mengukur Kinerja Birokrasi 
Menurut Dwiyanto, 1995 menjelaskan yang biasa digunakan untuk 
mengkukur kinerja birokrasi publik yaitu sebagai berikut:  
a. Prokduktivitas  
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efesiensi, 
tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada 
umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. General 
Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran 
produktivitas yang lebih luas dengan memasukkam seberapa hasil besar 
pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah saltu 
indikator kinerja yang penting. 
b. Kualitas Pelayanan 
Isu mengenai kualitas pelayanan senderung menjadi penting dalam 
menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan 
negatf yang terbentuk mengeni organisasi muncul karena ketidakpuasan 
masyarakat terhadapat kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, 
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator 
kinerja organisasi publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter 




c. Responsivitas  
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjuk pada 
keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu 
indikator kinerja karea responsivutas secara lansung menggambarkan 
kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 
terutama untuk memenuhi kebutuhan masyakarakat. Responsivitas yang 
rendah ditunjukka dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan 
kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan kegagalan organisasi 
dakam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang 
memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang 
jelek pula. 
d. Responsibilitas 
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 
organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik 
yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja 






e. Akuntabilitas  
Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan 
dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang 
dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas publik dapat digunaka untukmelihat 
seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi pubkuk itu konsistensi 
dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak 
hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh 
organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja 
sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksisternal, seperti nilai-nilai dan 
norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi 
publik memilik akuntabilitas. 
Sedangkan menurut Bernadin dan russel dalam mengukur 
kinerja ialah: 
1) Quality, merupakan tingkat sejauh mena proses atau hasil 
pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati 
tujuan yang diharapkan; 
2) Quatity, merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah 
rupiah, unit, siklus kegiatan yang dilakukan; 
3) Timelinnes, merupakan sejauh mana suatu kegiatan di selesaikan 
pada waktu yang dihendaki, dengan memperhatikan koordinasi 
output serta waktu yang tersebut untuk kegiatan orang lain; 
4) Cost effectiveness, merupakan tingkat sejauh mana penggunaan 




materil) di maksimal kan untuk mencapai hasil tertinggi atau 
penggurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya; 
5) Need for supervision, merupakan tingkat sejauh mana seorang 
pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa 
memerlukan pengawasan seseorang supervisor untuk mencegah 
tindakan yang kurang diingginkan; dan 
6) Interpersonal impact,merupakan tingkat sejauh mana pegawai 
memelihara harga diri, nama baik, dan kerja sama diantara rekan 
kerja dan bawahan. 
 
2.14 Penilaian Kinerja  
Menurut mangkunegara (2005), kinerja pegawai tersebut dapat di 
ukur dari  
a. Pengetahuan tentang pekerjaan; 
b. Kualitas kerja; 
c. Produktivitas; 
d. Adaptasi; 
e. Insiatif dan pemecah masalah; 
f. Kerjasama; 
g. Tanggung jawab; dan 









2.15 Definisi Aparatur Sipil Negara 
Dalam undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara 
sudah di teragkan bahwa aparatur sipil Negara adalah profesi bagi pegawai 
negeri sipil dan pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja yang bekerja 
pada instansi pemeritah.Dan selanjutnya pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina 
kepegawaian dan di serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau di 
serahi tugas Negara kainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Pegawai negeri sipil atau disingkat pns adalah warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu di angkat sebagai pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 
Aparatur Sipil Negara itu sendiri adalah adalah pegawai negeri sipil 
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan 
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
 
2.16 Prinsip-Prinsip pada ASN 
ASN sebagai profesi berdasarkan pada prinsip sebagai berikut; 
1) Nilai dasar; 
2) Kode etik dan kode prilaku; 
3) Komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; 




5) Kualifikasi akademik; 
6) Jaminan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas; dan  
7) Profesionalitas jabatan. 
 
2.17  Hak dan kewajiban ASN 
Dalam undang-undang no 5 tahun 2014 tentang ASN hak dari 
aparatur sipil Negara yaitu: 
a. Gaji, tunjangan dan fasilitas; 
b. Cuti; 
c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 
d. Perlindangan;dan 
e. Pengembangan kompetensi. 
Dan  kewajiaban ASN ada pada pasal 23 yaitu; 
a. Setia dan taat pada pancasila, undang-undang dasar Negara dan republic 
Indonesia tahun 1945 negara kesatuan republik Indonesia dan 
pemerintah yang sah; 
b. Manajaga kesatuan dan kesatuan bangsa; 
c. Melaksanakan kebijakan yang di rumuskan pejabat pemerintah yang 
berwenang; 
d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 
kesadaran,dan tanggung jawab. 
f. Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap prilaku ucapan dan 




g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 
jabatan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
h. Bersedia di tempatkan si seluruh wilayah Negara kesatuan republik 
Indonesia. 
Adapun tugas dan peran dari aparatur sipil Negara ini sendiri yang harus 
di laksanankan: 
Tugas ASN di jelaskan dalam undang-undang ASN no 5 tahun 
2014Pegawai ASN pada pasal 11 bertugas: 
a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan 
c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Sedangkan peran dari ASN itu sendiri dalam undang-undang ASN 
pada pasal 12 ialah Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, 
dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik 
yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
 
2.18 Manajemen PNS dan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan  
Manajemen PNS meliputi: 





c. Pangkat dan jabatan; 
d. Pengembangan karier; 
e. Pola karier; 
f. Promosi; 
g. Mutasi; 
h. Penilaian kinerja; 




m. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan 
n. Perlindungan. 
Manajemen PNS pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh pemerintah 
pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Demikian, penyusunan dan penetapan kebutuhan ialah; 
(1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis 
jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 
(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 




(3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Menteri menetapkan. 
 
2.19 Pandangan Islam terhadap Kinerja 
Firman Allah dalam Al-quran surah Al-ahqaf ayat 19 
 
Artinya:  Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi 
mereka(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada 
dirugikan. 
Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap 
amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. 
Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 
menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan 
mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan 
keuntungan bagi organisasinya. 
Firman Allah dalam Al-quran dalam surah Al-a’raf ayat 39 
 
Artinya:  Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara 
mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian:”kamu tidak 
mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami,  maka rasakanlah 
siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan. 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik 




pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala 
(balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya 
bersifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial 
yang bersifat dunia. 
 
2.20 Penelitian Terdahulu 
1. Sirajjudin Saleh dengan judul pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja 
pegawai pada bauk universitas negeri makasar tahun 2015. Ketertarikan 
penulis untuk meneliti hal ini di karenakan Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: 1) Gambaran persepsi pengawai mengenai pemberian 
tunjangan kinerja pada BAUK Universitas Negeri Makassar; 2) Gambaran 
kinerja pegawai pada BAUK Universitas Negeri Makassar 3) Pengaruh 
tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai BAUK Universitas Negeri 
Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 
dengan jenis penelitian korelasional. Variabel dalam penelitian ini yaitu 
pemberian tunjangan kinerja sebagai variabel bebas dan kinerja pegawai 
sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 107 dengan 
sampel sebanyak 50% (54 orang) yang diambil dengan menggunakan 
teknik proportinale random sampling. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan yaitu teknik angket observasi dan teknik dokumentasi. Data yang 
diperoleh melalui instrument angket, dianalisis dengan menggunakan 
statistik deskriptif dan inferensial setelah diuji persyaratan analisis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi pegawai mengenai pemberian 




kategori sangat tinggi; 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu 
disarankan kepada pimpinan pada BAUK Universitas Negeri Makassar, 
kiranya berupaya mempertahankan kinerjanya dan bahkan lebih 
ditingkatkan. 
2. Akis Kusumanigsih dengan judul Analisi Dampak Kebijakan Tunjangan 
Kinerja Pada Badan Kepegawaian Negara  tahun 2015 Universitas 
Ponegoro dimana peneliti tentang Kebijakan Tunjangan Kinerja diartikan 
sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar 
kinerja yang telah dicapai oleh seorang pegawai. Masalah yang terjadi 
terkait Kebijakan Tunjangan Kinerja yaitu belum adanya peraturan teknis 
dalam pemberian Tunjangan Kinerja, sehingga besaran Tunjangan Kinerja 
yang diberikan tiap instansi berbeda-beda serta belum dipikirkannya 
besaran Tunjangan Kinerja rasional saat keuangan negara dalam keadaan 
tidak stabil. Masalah pemberian Tunjangan Kinerja di BKN adalah 
pemberian Tunjangan Kinerja yang masih berdasarkan beban kerja dan 
letak strategis instansi, besaran nominal Tunjangan Kinerja yang masih 
belum layak, pelayanan dan disiplin yang belum baik karena tidak 
cakapnya SDM yang ada serta kurangnya inovasi. Tujuan penelitian ini 
untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak Tunjangan Kinerja 
terhadap Prestasi Kerja, Budaya Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan 
Pegawai. Teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner, 




Hasil penelitian menunjukan dampak yang dirasakan pegawai setelah 
adanya Kebijakan Tunjangan Kinerja. Dampak terhadap Prestasi Kerja 
secara umum baik dengan persentase 70%, hal ini terkait dengan 
meningkatnya kualitas kerja dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan 
pekerjaan. Dampak terhadap Budaya Kerja secara umum cukup dengan 
persentase 71%, hal ini terkait dengan membaiknya prilaku kerja pegawai. 
Dan dampak terhadap Pemenuhan Kebutuhan pegawai secara umum cukup 
dengan persentase (66.1%). Namun dampak ini belum sepenuhnya positif 
karena masih perlunya beberapa perbaikan terkait kuantitas kerja yang 
dihasilkan pegawai, sikap dalam bekerja pegawai serta berbagai aspek lain 
dalam pemenuhan kebutuhan pegawai. Saran dari penelitian ini adalah 
perlu adanya perubahan terhadap kriteria tolok ukur perhitungan pemberian 
Tunjangan Kinerja, perbaikan komunikasi antar pegawai serta 
dilakukannya perbaikan terhadap kelemahan dalam sistem pemberian 
Tunjangan Kinerja. 
3. Desi Susilawati dengan judul Analisi Penilaian Tunjangan Perbaikan 
Penghasilah (TTP) Pengaruh Terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai Pada 
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa tahun 2005 Universitas Komputer 
Indonesia. Dimana Penelitian ini dilakukan kantor Angkutan Propinsi Jawa 
Barat. Tujuannya adalah pengaruh sebagai skor untuk penilaian ekstra-
incomerefinement yang berkontribusi terhadap Efektivitas tingkat kinerja 
yang bekerja di distrik barat java.Metode yang digunakan untuk 




penelitian employeed ini yang melakukan untuk kantor tranfortation 
Propinsi Jawa Barat adalah 56 contoh karyawan s. Tecnique pengumpulan 
data tentang penelitian ini digunakan untuk absorvation tecnique, 
wawancara kuesioner, searcing. The exsperiment statistik adalah korelasi, 
meskipun hipotesis exsperiment untuk melakukannya. statistik Exsperiment 
dan hipotesis digunakan untuk membantu aplikasi SPSS 15.00 for 
windows.Hasil belajar dapat mengetahui bahwa analisis exstra-in datang 
penyempurnaan judgemet telah dengan baik, sehingga efectiviness tingkat 
karyawan harus baik pada, exsperiment hasil data yang menunjukkan skor 
cooefesion korelasi antara skor exstra-in datang penyempurnaan judgemet 
dan efectivites tingkat karyawan adalah 0.706 dan tingkat pengaruh dari 
Sebuah analisis exstra-in datang penyempurnaan penilaian yang 
memberikan kontribusi untuk tingkat efectiviness kinerja karyawan di jawa 
barat adalah 49,8 persen, residu 50,2% impluence oleh faktor lain. 
 
2.21 Definisi Konsep 
Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk 
menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu 
yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri Singarimbun, 1989:3). 
Definisi konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda 
dari variabel yang diteliti atau mendapatkan batasan yang jelas dari masing-
masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi defenisi konsep 




1. Anggaran adalah sesuatu yang berbentuk finansial atau materi yang di 
gunakan untuk menetukan berjalan suatu organisasi. 
2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang di berikan kepada pegawai 
sesuai dengan hasil evaluasi beban kerja serta tanggung jawab yang 
telah di capai oleh pegawai itu sendiri. 
3. Kinerja adalah suatu pencapaian hasil dari tujuam yang telah menjadi 
tugas pegawai dalam meningkatkan guna tercapainya rencana 
organisasi. pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi. 
4. Aparatur sipil Negara adalah warga Negara Indonesia yang diangkat 
menjadi pegawai untuk memberikan pelayanan, pengayoman, 
perlindangan dan hak kepada masyarakat. 
2.22 Kerangka Berpikir 











Sumber: Permenpan RB no 63 tahun 2011 
Equal pay for equal work pemberian 
besaran tunjangan kinerja sesuai 
dengan harga jabatan dan pencapaian 
kinerja. 
 
Analisis Tunjangan Kinerja  
(TUKIN) pada Badan 
Kepegawaian Daerah 
PeningkatanKinerja 
Efisiensi dan optimalisasi pagu 
anggaran belanja kementerian/ 






Untuk memudahkan pelaksanaa penelitian maka di sebut konsep 
operasional yang akan mengacu pada pendapatan dan pakar, akan tetapi 
dikonkritkan dalam melakukan penelitian: 
Tabel 2.2 Konsep Operasional 
Konsep  Indikator  Sub Indikator 
Analisi Pelaksanaan 




Efisiensi dan optimalisasi 




a. Kedisiplinan dalam 
ketepatan waktu 
b.  perilaku kerja yaitu 
kepemimpinan 
dalam tim kerja 
Equal pay for equal work 
pemberian besaran 
tunjangan kinerja sesuai 
dengan harga jabatan dan 
pencapaian kinerja. 
 
a. Prestasi kerja dalam 
menetukan prioritas 




Sumber: Permenpan RB no 63 tahun 2011 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di hubungkan dengan teori 
dan peraturan yang relevan, penulis mangemukakan hipotesis sebagai berikut : 
Dengan adanya tunjangan kinerja ini maka kinerja di aparatur sipil Negara 
akan berpacu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka yang 
telah di berikan. 
 
 
 
 
 
 
 
